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ABSTRACT 

 This study aims to describe how the stages of implementation stream training informal sector workers in labor offices 

transmigration province of East Java in the expansion work, analyze the obstacles encountered in the planning of the training program, 

as well as modeling appropriate training in accordance with conditions on the ground and input from various parties, this research use 

descriptive qualitative research methods, techniques determination of informants using purposive sampling, these techniques have been 

because the researcher wants to focus on parties who know the conditions on the ground. Results from this study is the first training 

conducted regularly and the classical, the purpose of training has reached short-term goals in training but in the long term they need 

more motivation for the trainees, second, obstacle training during implementation consists of matter and the overcrowded curriculum 

tend to be the same as the previous training, time constraints, participation is not optimal, overall, limited time, resources and costs in the 

post-training evaluation and monitoring, the third development training model has not been implemented in this training. 

Keywords: Training Needs Analysis, Training Needs Analysis Informal Sector,  

Pendahuluan  

 Tenaga Kerja merupakan bagian penting dari 

faktor penggerak perekonomian di bidang sumber daya 

manusia di suatu negara. Hambatan dari sistim 

pengelolaan tenaga kerja di Indonesia ialah kesenjangan 

antara jumlah tenaga kerja yang besar dengan minimnya 

ketersedian lapangan kerja yang tersedia, hal ini 

berdampak terhadap peningkatan jumlah pengangguran 

tenaga kerja, faktor tidak terserapnya tenaga kerja dengan 

kualifikasi skill/keahlian rendah dan pendidikan rendah 

di sektor formal menyisakan banyak tenaga kerja yang 

bekerja di sektor informal. Upaya pemerintah dalam 

penanggulangan dampak tersebut, ialah melalui 

kebijakan pemerintah dalam program pelatihan tenaga 

kerja pemberdayaan masyarakat di sektor  informal.  

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam 

sektor penyediaan tenaga kerja saat ini yaitu, dengan 

memadukan antara kegiatan pelatihan, sertifikasi, dan  

penempatan tenaga kerja dalam suatu kegiatan yang 

terkoordinasi dan terpadu, sehingga menghasilkan visi-

misi tenaga kerja yang kompeten dan mempunyai daya 

saing tinggi. Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, pelatihan kerja dilaksanakan dengan 

memperhatikan kebutuhan dunia usaha dan pasar kerja 

baik di dalam negeri maupun luar negeri. Provinsi Jawa 

Timur melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan 

Kependudukan di Sub Bidang Perluasan Kerja memiliki 

tanggung jawab, peran serta tugas pokok dalam 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan berupa pelatihan 

sektor informal  yang bertujuan menghasilkan lulusan 

peserta pelatihan yang terampil, mandiri dan memiliki 

jiwa kewirausahaan guna meningkatkan derajat nilai 

ekonomis masyarakat informal. Kendala yang dirasakan 

di dunia lembaga pendidikan dan pelatihan menurut 

(Suparno, 2009:xx) terdapat dua catatan yaitu: (1) 

kemampuan lembaga pendidikan dalam memenuhi 

tuntuntan kebutuhan dunia industri masih memiliki gap 

(jarak) yang tinggi. (2) orientasi kiblat dari pendidikan di 

Indonesia terletak pada tuntutan kebutuhan industri, yang 

berdampak kepada kurangnya tenaga muda ahli dalam 

pengelolaanya. Berdasarkan catatan tersebut disimpulkan 

bahwa mayoritas lembaga pendidikan pelatihan saat ini 

belum memiliki kesanggupan dalam menjawab tuntutan 

kebutuhan tenaga kerja industri secara utuh, serta belum 

siapnya tenaga-tenaga kerja dalam persiapan pengelolaan 

Sumber Daya Manusia secara lebih maju dan terampil. 

 Menurut keterangan Meteri Tenaga Kerja RI 

periode 2016 Hanif “keberadaan lembaga pendidikan 

formal baik non formal yang diselenggarakan pemerintah 

maupun swasta sesungguhnya belum mampu 

menyediakan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan 

kebutuhan dunia kerja.Selama ini lembaga pendidikan 

dan lembaga pelatihan, terutama swasta, belum mampu 

menyesuaikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan 

pasar kerja. “Karena itu, banyak lowongan pekerjaan 

yang tidak terisi akibat tidak adanya link and match," 

upaya untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja di 

Indonesia terutama angkatan kerja muda, melalui 

optimalisasi peran 14 Balai Latihan Kerja (BLK) milik 

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, dan 261 

Unit  Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah 

Provinsi, Kab, dan Kota dengan jumlah total 8.039 

lembaga pelatihan kerja, baik dimiliki Pemerintah 

maupun swasta. (http://www.beritasatu.com/ekonomi-

karier/232816-menaker-kurikulum-tidak-sesuai-dengan-

kebutuhan-pasar-tenaga-kerja/12/Desember/2014/ 

dikases 17 Juli 2016) 

http://www.beritasatu.com/ekonomi-karier/232816-menaker-kurikulum-tidak-sesuai-dengan-kebutuhan-pasar-tenaga-kerja/12/Desember/2014/
http://www.beritasatu.com/ekonomi-karier/232816-menaker-kurikulum-tidak-sesuai-dengan-kebutuhan-pasar-tenaga-kerja/12/Desember/2014/
http://www.beritasatu.com/ekonomi-karier/232816-menaker-kurikulum-tidak-sesuai-dengan-kebutuhan-pasar-tenaga-kerja/12/Desember/2014/
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Ketidakserasian antara hasil pendidikan dan 

kebutuhan dunia kerja melahirkan pendekatan alternatif 

bagi pendidikan Non Formal. Pendidikan Non Formal 

yang diwujudkan dalam bentuk lembaga pelatihan, 

kursus-kursus atau sekolah akademi  kerap dijadikan batu 

sandaran, untuk mendapatkan tenaga kerja yang aplikatif.  

Di sini, pelatihan merupakan proses yang melengkapi 

pegawai dengan keterampilan-keterampilan spefisik atau 

membantu mereka memperbaiki ketidakefisienan dalam 

melaksanakan tugas. (Suparno, 2009: 294).Sektor tenaga 

kerja di Provinsi Jawa Timur memiliki berbagai macam 

faktor tantangan dan peluang baik sektor  internal 

maupun di sektor eksternal  dalam  hal sumber daya 

manusia terutama terkait dengan tenaga kerja. Sebagian 

besar penduduk yang bekerja di Jawa Timur menurut 

status pekerjaannya dibagi menjadi status pekerjaan 

formal dan  informal,  data hingga bulan Agustus 2015 

menunjukkan bahwa persentase dari penduduk yang 

tercatat bekerja di kegiatan sektor informal sebanyak 

89,48 % atau 12.24 juta penduduk yang bekerja di sektor 

kegiatan ini. Di dalam kegiatan sektor formal jumlah 

persentase sektor ini sebanyak 63,19 %  atau sebanyak 

6,38 juta orang yang memiliki status  sebagai 

buruh/karyawan/pegawai. Berikut ini data yang 

ditunjukkan oleh Tabel 1dibawah ini: 

Tabel 1  Jumlah Penduduk Penduduk Jawa Timur Usia 

15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status 

Pekerjaan Utama (ribu orang), 2012-2014 

 
Kebutuhan dunia kerja akan tenaga kerja terampil 

dan berpendidikan menunjukkan bahwa persentase 

sebagian besar lapangan tenaga kerja yang  tersedia  saat 

ini, membutuhkan kriteria calon tenaga kerja yang 

memiliki kompetensi skill/pengetahuan  yang  memadai, 

namun sebagian calon tenaga kerja yang ada, khususnya 

di Jawa Timur tidak semua memiliki kriteria yang 

dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja saat ini.  

Dalam implementasi program perluasan kesempatan 

kerja, model pendidikan dan pelatihan dimanfaatkan 

menjadi jalan alternatif dalam pendayagunaan program 

yang langsung menyentuh titik sasaran yang dituju.

 Dalam proses pelatihan ada beberapa kondisi 

yang sering terjadi dan ditemukan selama program 

pelatihan berlangsung. Berikut ini merupakan beberapa 

kendala yang biasanya ditemukan terkait dengan 

pelatihan tenaga kerja sektor informal yang dilaksanakan 

di lembaga-lembaga pelatihan pemerintah berupa BLK 

(Balai Latihan Kerja) di Dinas-Dinas Tenaga Kerja 

Kab/Kota Provinsi. Berdasarkan hasil survey laporan 

yang oleh Departemen Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Bank Dunia yang bekerja sama dengan 

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI,dalam 

laporan ini identifikasi masalah yang ditemukan di 

lapangan secara keseluruhan hampir sama, sebagian 

kendala dalam proses pelatihan juga dipengaruhi oleh 

kondisi faktor internal wilayah penyelengara pelatihan. 

Diagram 1menunjukkan mengenai hambatan yang 

sering ditemui dalam proses pelatihan di BLK (Balai 

Latihan Kerja) milik Pemerintah dan Provinsi Kab/Kota 

di Indonesia 

 
Sumber: Laporan Survei Revitalisasi Balai Latihan di Indonesia 

Kerja World Bank 

Hasil survey diatas, merupakan respresentatif 

akumulasi dari berbagai persoalan yang ada dan sering 

ditemukan di lembaga-lembaga pelatihan di Indonesia, 

tidak terkecuali yang ada di Provinsi Jawa Timur.Data 

menunjukkan efektivitas pelatihan tenaga kerja yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi 

khususnya di Kab/Kota memiliki beberapa hambatan 

khususnya ditahap perancangan pelatihan hingga 

implementasi pelatihan. Faktor utama yang menjadi 

hambatan ialah: Fasilitas kebutuhan pelatihan, Kualitas 

instruktur pelatih, Biaya pelatihan, Peraturan, serta 

Faktor peserta pelatihan. Berdasarkan laporan survey 

tersebut,yang menjadi salah satu faktor, mengapa model 

pelatihan tenaga kerja sektor informal  yang ada, 

sebelumnya khusunya yang dimiliki oleh Dinas Tenaga 

Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa 

Timur sebaiknya perlu untuk diperbaiki serta 

dikembangkan, karenakondisi ketenagakerjaan di tiap 

tahun khususnya di Jawa Timur mengalami kondisi yang 

dinamis di tiap kuartal tahunnya, upaya antisipasi 

terhadap dampak dari pergeseran struktur tenaga kerja 
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sektor formal maupun informal diperlukan sebuah upaya 

pencegahan adaptif  dalam mengurangi dampak jumlah 

pengangguran yang disebabkan oleh resitensi sistem 

pertumbuhan ekonomi.   

Bedasarkan topik masalah yang diambil dalam 

penelitian ini, serta pengamatan di lapangan kelemahan 

pelatihan tenaga kerja sektor informal di Provinsi Jatim, 

masih belum cukup optimal untuk dikembangkan 

berdasarkan konsepsi model sistem pelatihan yang 

komprehensif.Kecenderungan selama ini pelatihan yang 

diselenggarakan oleh beberapa instansi lembaga 

pelatihan hanya bedasarkan pada  pemenuhan tuntutan 

kebijakan yang sifatnya formal dan rutin, dan dalam 

pelaksanaan implementasi di lapangan model pelatihan 

ini masih  ditemui beberapa kelemahan dalam 

penyelesaian solusi kendala serta hambatan selama 

proses pelatihan. 

  

Pemberdayaan Masyarakat Non Formal 

 

Definisi Chambers dalam (Kartasasmita 1996:142) 

mengartikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah 

sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum 

nilai-nilai sosial yakni bersifat people-centered, 

participatory, empowering and sustainable.  

Tjokrowinoto dalam (Kusnadi 2006:219). Proses 

pemberdayaan Masyarakat Non Formal oleh Kidervatter 

dalam (Kusnadi 2007:22). 

1) Comunnity organization, yaitu karakteristik yang 

mengarah pada tujuan untuk mengaktifkan masyarakat 

dalam usaha meningkatkan dan mengubah keadaan sosial 

ekonomi mereka. (2) Participatory approaches, yaitu 

pendekatan yang menekankan pada keterlibatan setiap 

anggota dalam seluruh kegiatan, perlunya melibatkan 

para pemimpin, tokoh masyarakat serta tenaga-tenaga 

ahli setempat (3) Education for justice, yaitu pendekatan 

yang menekankan pada terciptanya situasi yang 

memungkinkan warga masyarakat tumbuh dan 

berkembang analisisnya serta memiliki motivasi untuk 

ikut berperan serta. 

 

Konsep Pelatihan 

Pelatihan (training) adalah  merupakan bagian dari 

suatu proses pendidikan, yang tujuannya untuk 

meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus. 

Notoadmodjo (2009:16).Pelatihan Kerja bagi Tenaga 

Kerja diatur menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No 

13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan “pelatihan 

kerja menjelaskan tentang keseluruhan kegiatan untuk 

memberi, memperoleh, meningkatkan, serta 

mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, 

disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan 

dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan 

kualifikasi jabatan dan pekerjaan”. Pelatihan terdiri atas 

serangkaian aktivitas yang dirancang untuk 

meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, 

ataupun perubahan sikap seseorang.Pelatihan berkenaan 

dengan perolehan keahlian atau pengetahuan, 

tertentu.Program pelatihan berusaha mengajarkan kepada 

para peserta bagaimana menunaikan aktivitas atau 

pekerjaan tertentu. 

 1) Prinsip-Prinsip Pelatihan 

Merupakan petunjuk berupa cara-cara agar peserta 

pelatihan untuk dapat mengikuti pelatihan dengan efektif. 

Menurut (Mangkuprawira 2003:144-145) hal tersebut 

terdiri daribeberapa aspek diantaranya: (a) Partisipasi (b) 

Pendalaman (c) Relevansi (d) Pengalihan (e) Umpan 

Balik. 

 

 2) Tujuan dan Manfaat Pelatihan  

Menurut Santoso dalam bukunya Skema dan 

Mekanisme Pelatihan: Panduan Penyelenggaraan 

Pelatihan (2009) mendefinisikan tujuan pelatihan agar 

peserta pelatihan baik kelompok atau organisasi maupun 

perseorangan dapat menguasai pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku yang dilatihkan dalam 

program pelatihan sehingga dapat diaplikasikan baik 

untuk jangka waktu pendek maupun jangka waktu lama. 

 

 3) Model Sistem Pelatihan (SystemTraining) 

Simamora (2004:285) sebuah model yang 

memperlihatkan bagaimana program pelatihan tersebut 

harus disusun dan diimplementasikan, selanjutnya untuk 

lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 1 

memperlihatkan tiga tahap yang harus tercakup dalam 

sebuah pelatihan.Terdiri dari tiga tahap a) Tahap Pra 

Pelatihan b) Tahap Pelatihan c) Tahap Pasca Pelatihan 

Gambar 1 Model Sistem Pelatihan 

 
 4) Model Pelatihan yang Efektif 

Ciri-ciri dari rancangan program pelatihan di atas 

mencakup tiga hal pokok dasar dalam hal : (1) materi 

yang harus disampaikan secara jelas, mendalam isinya 

dan sesuai dengan latar belakang teknis; (2) metode 
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penyampaian pelatihan serta penyampaian materi 

dilakukan oleh tenaga pelatih/pengajar yang memiliki 

kecakapan, serta melibatkan peserta secara aktif selama 

proses implementasi pelatihan; dan (3) evaluasi 

pelaksanaan pelatihan. 

 

 5) Analisis Kebutuhan Pelatihan 

Menurut Gary Dessler (dalam Sirait 2006:103) 

Analisis Kebutuhan Pelatihan: (a) Mengidentifikasi 

keterampilan spesifik yang dibutuhkan untuk 

memperbaiki performansi dan produktivitas, (b) 

Menganalisis trainee untuk memastikan bahwa program 

akan sesuai dengan tingkat pendidikan dan pengalaman, 

dan keterampilan, sikap, dan motivasi pribadi, peserta 

pelatihan (c) Menggunakan penelitian  untuk 

mengembangkan tujuan yang dapat diukur. Untuk 

menganalisis kebutuhan, ada dua tehnik utama yang 

digunakan yaitu diantaranya task analysis dan 

performance analysis. 

 

  

 

 

 

6) Implementasi Pelatihan 

Irianto (2001) (dalam  Kurniadi 2007:14)  

mengemukakan “bahwa keberhasilan implementasi suatu 

program pelatihan dan pengembangan program Sumber 

daya manusia tergantung ke pada pemilihan (selecting) 

program untuk memperoleh  the right people under the 

right conditions. Menurut Hamalik (2000:35) program  

implementasi pelatihan  meliputi beberapa unsur 

diantaranya:a) Materi dan Kurikulum Pelatihan, b)  

Metode Pelatihan, c) Tenaga Pelatih, d) Media Pelatihan, 

e) Waktu/ Jadwal Pelatihan. 

 

 7) Evaluasi Pelatihan 

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu 

program pelatihan,  perlu dilakukan evaluasi setelah 

program tersebut dilaksanakan. Tujuan dari evaluasi ini 

adalah untuk mengetahui apakah pelatihan yang telah 

dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan 

 

Pelatihan Tenaga Kerja Sektor Informal di Dinas 

Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan 

Provinsi Jawa Timur. 

Pelatihan Tenaga Kerja Sektor Informal merupakan 

upaya pemberdayaan masyarakat non formal yang 

berpusat kepada model pelatihan skill/keterampilan 

terkait pengetahuan baru dan perilaku baru. Tujuan dari 

pengadaan program pelatihan tenaga kerja sektor 

informal oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan 

Kependudukan Sumodiningrat (1996:185) pemberdayaan 

masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi 

sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari 

perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. 

a) Program Penciptaan Wirausaha Baru (WUB) 

melalui Pengenalan Terapan Teknologi Padat Karya 

(TPK) :Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan meningkatkan keahlian masyarakat kader 

teknologi padat karya dengan memanfaatkan sumber 

daya alam setempat dan dilaksanakan dengan 

menerapkan teknologi massal atau menitikberatkan pada 

pemanfaatan tenaga manusia, sehingga diharapkan 

mampu diserap dan mudah dimengerti serta dilaksanakan 

oleh seluruh lapisan masyarakat walaupun dengan latar 

belakang yang relatif rendah, sehingga mampu 

mendorong masyarakat untuk menciptakan peluang kerja 

maupun peluang usaha dan tidak bergantung pada 

lapangan kerja sektor formal. 

b) Bimbingan Usaha Mandiri Sektor Informal 

(UMSI) Tenaga Kerja Wanita: Bertujuan untuk 

menciptakan lapangan kerja sektor informal melalui 

bimbingan pembentukan tenaga wirausaha yang mandiri 

sehingga mampu  menciptakan peluang kerja dan 

lapangan kerja baru dengan sasaran pencari kerja terdidik 

dan pencari kerja wanita. Program pengembangan tenaga 

kerja mandiri juga dijalankan dalam rangka mendorong 

angkatan kerja muda untuk menciptakan lapangan kerja 

(job creator), bukan sekedar menjadi pencari kerja (job 

seeker). 

 

Sektor Informal 

Sektor informal dilihat sebagai “cara bekerja yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu” yaitu diantaranya (i) mudah 

dimasuki, (ii) pemakaian sumber-sumber daya lokal, (iii) 

pemilikan oleh keluarga, (iv) berskala kecil, (v) padat 

karya dan pemakaian teknologi yang sedehana, (vi) 

keterampilan yang dimiliki di luar system pendidikan 

formal, dan (vii) bergerak di pasar yang kompetitif dan 

tidak berada di bawah pengaturan resmi. 

 

Kerangka Pikir Tahapan Pengembangan Model 

Pelatihan 

Tahapan penelitian dalam pengembangan model 

(model development) pelatihan bagi tenaga kerja sektor 

informal Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan 

Kependudukan Provinsi Jatim, dapat dilakukan dalam 

dua tahap, sebagai berikut: 

Bagan 1 Tahapan Model Kerangka Pikir 

Pengembangan Model Pelatihan 
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Sebagai analisa data tipe penelitian deskriptif 

kualitatif bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa yang 

saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya 

mendiskripsikan, mencatat, analisis dan 

menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi 

atau ada atau dengan kata lain penelitian deskriptif  

kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-

informasi mengenai keadaan yang ada.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan 

masalah yang diambil peneliti dalam penelitian ini ialah 

“Bagaimana Model Pelatihan Tenaga Kerja Sektor 

Informal di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan 

Kependudukan Provinsi Jawa Timur?” Oleh karena itu 

tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan Model 

Pelatihan Tenaga Kerja Sektor Informal di Dinas Tenaga 

Kerja Transmigrasi dna Kependudukan Provinsi Jawa 

Timur. 

Penelitian ini  merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif dengan menggunakan tehnik penentuan 

informan purposive sampling, dengan metode 

pengumpulan data berupa wawancara dan observasi 

dokumnetasi di lapangan. Untuk uji keabsahan data, 

peneliti  menggunakan tehnik triangulasi. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Program Pelatihan ini adalah serangkaian upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur melalui 

Sub Bidang Perluasan Kesempatan Kerja untuk 

memperluas kesempatan kerja guna membantu para 

tenaga keja informal agar diberdayakan dalam 

menciptakan lapangan pekerjaan dengan pengembangan 

rintisan usaha melalui berbagai pelatihan keterampilan 

dasar. Tujuan program ialah, meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan peserta pelatihan dalam mengelola dan 

mengembangkan usaha, serta meningkatkan jiwa 

enterpreuner peserta pelatihan sehingga menjadi 

wirausaha yang mandiri, produktif, beretos kerja, percaya 

diri, dan berinovasi tinggi dan memiliki motivasi yang 

tinggi untuk berkembang. Program ini dimulai sejak 

tahun 2007-hingga sekarang, pelaksana kegiatan adalah 

Sub Bidang Perluasan Kesempatan Kerja 

Dinaskenstransduk Jatim dengan tupoksi sebagai berikut: 

 (a) Menyiapkan pra-pelatihan (b)Menyelenggarakan 

pelatihan (c) Menjalankan proses pendampingan (d) 

Melakukan monitoring program terdahap peserta 

pelatihan (d) melaksanakan evaluasi, dan pelaporan hasil 

pelaksanaan program pelatihan. Pelaksana program ini 

melibatkan beberapa mitra kerjasama dari pihak internal 

birokrasi diantaranya Dinas Tenaga Kerja Kab/Kot. 

Dinas Pertanian Kab/Kota, dll serta UPT Pelatihan di 

daerah tempat pelaksana. Target saran di 6 Kab/Kota 

dalam satu periode pelatihan. Dari pihak eksternal 

birokrasi melibatkan bebrapa mitra kerjasama 

diantaranya ialah: Alumni Sukses Peserta Pelatihan 

sebagai  Motivator, Kelompok Usaha Mandiri, Pihak 

Mitra Kerja Perusahaan. Tahapan program terdiri dari  

(tiga) 1.) Pra Pelatihan 2.) Implementasi Pelatihan 3.) 

Pasca Pelatihan. 

 

1.) Pra  Pelatihan Tenaga Kerja Sektor Informal  

 

a.) Analisis Kebutuhan Pelatihan 

 Analisis kebutuhan pelatihan yang dilaksanakan 

sebelum tahapan pelatihan oleh Dinas Tenaga Kerja 

Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim 

dilaksanakan dalam dua bagian yang pertama dilakukan 

oleh Pihak Dinas Provinsi kemudian bekerjasama dengan 

Pihak Dinas Kab/Kota Daerah. Berikut ini bagian dari 

analisis kebutuhan yang dilakukan oleh pihak terkait yan 

terbagi dalam dua bagian wilayah pembagian tupoksi 

diantaranya: 

(a) Tim Pendamping Pelaksana Dinas Provinsi. 

1. Merekrut/menyeleksi calon peserta kegiatan 

2. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait 

3. Membuat jadwal pembekalan dan spj kegiatan 

4. Merekrut dan menetapkan instruktur 

pembekalan 

5. Menyiapkan akomodasi dan konsumsi peserta 

6. Evaluasi pelaksanaan kegiatan 

(b) Tim Pendamping Petugas Lapangan Daerah: 

1. Menyiapkan calon peserta bimbingan yang 

memenuhi syarat dan sesuai dengan bidang 

usahanya 

2. Memonitor dan pembinaan harian tenaga kerja 

mandiri pelaku kelompok usaha pemula di 

Daerah Masing-Masing 

3. Memandu Pembuatan Laporan hasil Pembinaan 

para pelaku kelompok usaha pemula di daerah. 

Dalam tahapan analisis kebutuhan pelatihan menurut 

hasil wawancara/proses analisis kebutuhan pelatihan 

yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Pelaksana dari 

pihak Dinas Provinsi dalam persiapan tenaga kerja 

sebagian besar telah dilakukan pada tahap pra pelatihan, 

ini sama halnya dengan pendapat Ernest J. Mc Cormick 

(dalam Mangkunegara 2009:53) menyebutkan sebuah 

organisasi perlu melibatkan sumber daya (pegawainya) 

pada aktivitas pelatihan. 
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Desain Model Pelatihan Program Tenaga Kerja 

Sektor Informal  

 Model pelatihan yang digunakan dalam program 

pelatihan sektor informal bersifat normatif, ada beberapa 

model pelatihan ini yang masih berdasarkan kepada 

model klasik, regular, dimana dalam tahap pra pelatihan, 

pelatihan sampai ke pasca pelatihan menujukkan ciri-ciri 

model pelatihan yang banyak dilaksanakan di berbagai 

instansi lembaga lainnya, ada beberapa hal yang menjadi 

kelemahan dan keuntungan model pelatihan ini yaitu 

proses pelatihan dalam analisis kebutuhan pelatihan 

sebagian besar terkait dengan komponen analisis 

kebutuhan pelatihan yang ada pada konsep dasar, namun 

terkait dengan keuntungan dari model ini, yaitu 

memudahkan peserta pelatihan (sasaran) dalam 

mempelajari bahan belajar, disamping kemampuan yang 

telah dimiliki akan menjadi modal untuk memahami 

bahan belajar yang baru. Kelemahan dari model ini 

adalah bagi peserta pelatihan (sasaran) yang memiliki 

kemampuan dasar skill/rendah harus menyesuaikan  

dengan bahan belajar yang akan dipelajari terlebih 

dahulu, sehingga dalam mempelajari kebutuhan belajar 

yang diharapkannya membutuhkan waktu yang cukup 

lama. 

 

2. Implementasi Pelatihan 

 Implementasi Pelatihan Tenaga Kerja Sektor 

Informal  oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan 

Kependudukan Provinsi Jawa Timur dikategorikan 

berdasarkan hasil olahan data yang dilakukan terkait 

dengan kefektivitasan program tersebut, diantaranya 

adalah (1) Peserta pelatihan adalah orang-orang yang 

diseleksi dari pihak kab/kota memiliki minat, kemauan 

dan partisipasi tinggi dalam mengikuti pelatihan tenaga 

kerja sektor informal di Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Jatim yang diseleksi per  5 Kab/Kota setiap angkatannya. 

(2) Siapa yang mengajar program tersebut ialah para 

narasumber, tenaga pelatih yang  merupakan stakeholder 

dari pihak dinas Provinsi serta Kab/Kota serta kerjasama 

dengan lembaga UPT Pelatihan (3) Media yang 

digunakan dalam program pelatihan merujuk kepada 

tema program pelatihan serta tujuan program pelatihan 

dan disesuaikan dengan tempat pelatihan yang 

dimanfaatkan yaitu demonstrasi, praktek, dan juga benda 

asli. (4) Metode serta jenis pelatihan yang digunakan 

dalam pelatihan ini adalah metode pelatihan di dalam 

kelas dan bersifat klasik, sama dengan pelatihan-

pelatihan yang dilaksanakan Dinas Provinsi sebelumnya 

dengan memanfaatkan tehnik-tehnik yang dipakai dalam 

metode ini antara lain: kuliah, persentasi satu arah dari  

Pelatihan yang menggunakan metode ini sering 

dinamakan pelatihan tradisional.  (5) Pada level apa 

program pembelajaran tersebut dilakukan, bedasarkan 

tujuan program pelatihan serta sasaran yang hendak 

dicapai, level pembelajaran dipusatkan kedalam 

pengenalan keterampilan program pelatihan, dimana 

level ini merujuk kepada basic job skills, ini bedasarkan 

dari analisis kebutuhan sebelumnya yang 

menitikberatkan kepada para calon tenaga kerja sektor 

pemula dengan latar belakang pendidikan rendah. (6) 

prinsip efektivitas pelatihan secara optimal ditunjang dari 

peluang-peluang penyerapan keterampilan, baik dari sisi 

umpan balik peserta selama pelatihan\ maupun pasca 

pelatihan,  bedasarkan hasil olahan wawancara pada bab 

sebelumnya diketahui bahwa sistim umpan balik dari 

para peserta pelatihan dinilai oleh bebrapa tim pelaksana 

serta tenaga pelatih kurang menyeluruh dan merata, ini 

disebabkan karena dalam proses berlangsungnya 

pelatihan kondisi tingkat motivasi para peserta begitu 

bervariasi, sebagian ada yang memberi respon positif, 

sebagian lagi ada yang memberikan respon kurang aktif 

dalam menyampaikan masukan baik itu dalam metode 

tanya jawab maupun kesulitan dalam proses pelatihan. 

(7) Dimana program ini berlangsung, pada 

implementasinya program pelatihan ini dirancang untuk 

dilaksanakan di unit kerja khusus yang memiliki fasilitas 

pendukung dalam mewadahi kegiatan penyampaian teori 

dan praktek materi pelatihan, untuk hal tersebut 

dilaksanakan di UPT Lembaga Pelatihan yang 

disesuaikan dengan tema program pelatihan yang akan 

dilaksanakan. 

 

Evaluasi Pelatian 

Dari hasil evaluasi sesudah pasca pelatihan, terdapat 

beberapa tahapan evaluasi dalam bentuk monitoring hal 

ini dilakukan setelah pelaksanaan pelatihan selama 2-3 

bulan  pasca  pelatihan berlangsung, monitoring ini 

mengevaluasi dampak pelatihan dalam jangka waktu 

yang cukup lama, evaluasi ini memonitoring hasil 

pelatihan apakah memiliki dampak yang efektif atau 

tidak terhadap peserta di wilayahnya masing-masing. 

Menurut hasil analisis peneliti, sebagian besar 

monitoring yang dilakukan oleh Tim dari pihak Provinsi 

efektivitas pelatihan dinilai ada beberapa  yang berjalan 

efektif dan sebagian berhenti. 

Kendala  yang ditemukan diantanya adalah (1) 

Terbatasnya waktu dan sumber daya dari Pihak Provinsi 

dalam melakukan evaluasi monitoring di tempat tujuan, 

(2) Tersebarnya jarak antar lokasi tempat peserta yang 

berbeda-beda dan memiliki jarak tempuh cukup jauh 

antar atu wilayah dengan wilayah lain di 5 kab/kota di 

Provinsi Jawa Timur, (3) terbatasnya komunikasi serta 

sedikitnya informasi yang diberikan oleh para alumni 

peserta pelatihan yang ada di wilayah Kab/Kota, 

menyulitkan sebagian tugas dari Tim Pelaksana Program 

di Provinsi dan juga Kab/Kota dalam memantau kegiatan 

usaha pasca pelatihan yang diberikan oleh Piha Provinsi.  

(4) Tidak semua dinas Kab/Kota memiliki data informasi 
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terkait para alumni peserta pelatihan pasca evaluasi yang 

dibutuhkan oleh Pihak Provinsi  

Desain Model Pengembangan Program Pelatihan 

Tenaga Kerja Sektor Informal. 

 Dalam pengembangan program  pelatihan 

tenaga kerja sektor informal  yang ada sebelumnya, 

model pelatihan yang digunakan oleh Dinas Tenaga 

Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim 

merujuk kepada model yang bersifat klasik dan bersifat 

reguler terkait dengan kesesuaian berbasis kurikulum 

pelatihan yang sebelumnya sudah di arahkan sesuai 

program utama Kementrian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi RI, dimana model pelatihan yang 

digunakan berdasarkan kepada standar pedoman 

pelatihan berbasis kompetensi,  bedasarkan  konteks alur 

perancangan model pelatihan ada beberapa kemungkinan 

dalam pengembangan model pelatihan tenaga kerja 

sektor informal. 

Beberapa tahapan proses yang dilaksanakan dan 

dipergunakan dalam model pelatihan ini adalah: 

1. Perencanaan Tema Program Pelatihan yang ingin 

dilaksanakan seprti halnya: Program Penciptaan 

Wirausaha Baru (WUB) melalui Pengenalan Terapan 

Teknologi Padat Karya (TPK)  oleh Dinas Tenaga Kerja 

Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. 

2.Identifikasi Kebutuhan PelatihanIdentifikasi kebutuhan 

pelatihan dilakukan dengan 2 jalur, yang pertama 

dilakukan dengan internal dan eksternal, pertama analisis 

kebutuhan dari provinsi yang mencakup beberapa hal, 

diantaranya yaitu hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan 

pada  periode sebelumnya, evaluasi laporan penilaian 

oleh para instruktur pelatih terhadap kinerja kemampuan 

peserta pelatihan, serta data umum karateristik penduduk 

yang dimiliki oleh Provinsi di setiap Kab/Kota 

sebelumnya. 

 

3,Rancangan Identifikasi Awal Program Pelatihan Sektor 

Informal Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jatim.Tahap 

ketiga ini merupakan rancangan pembentukan 

program pelatihan yang akan dilaksanakan, identifikasi 

kebutuhan pelatihan apa saja yang dibutuhkan dalam 

proses awal perancangan pelatihan, kemudian bagaimana 

rancangan identifikasi awal program pelatihan diterapkan 

sebagai tahap awal dibuatnya sebuah program pelatihan. 

Dalam tahapan perumusan rencana ini ada beberapa hal 

yang dilakukan yaitu: pemilihan peserta pelatihan, 

kemudian menentukan metode pelatihan apa yang tepat 

untuk digunakan, materi serta kurikulum apa yang akan 

digunakan dan dipakai dalam implementasi pelatihan di 

lapangan. 

4.Identifikasi Tujuan Umum dan Khusus Jangka Panjang 

dan Jangka Pendek Pelatihan Program 

Pada tahapan ini ada beberapa penambahan 

beberapa konteks yang peneliti masukan di dalam 

penelitian pengembangan model pelatihan tenaga kerja 

sektor informal di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jatim ini, 

yaitu identifikasi tujuan umum dan khusus jangka pendek 

dan jangka panjang program pelatihan.Selama ini 

pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak yang 

bersangkutan masih terbatas dan bersifat regulatif dan 

klasik dengan beberapa indikator penggunaan materi 

serta kurikulum pelatihan berdasarkan model pelatihan 

yang digunakan sebelumnya, dimana model pelatihan 

sebelumnya lebih cenderung berfokus kepada model 

aplikaif yang bersifat jangka pendek. Perlu adanya 

identifikasi tujuan khusus jangka panjang pasca pelatihan 

ini, identifikasi hubungan komunikasi antar alumni 

peserta pelatihan dengan tim penyelenggara pelatihan 

(Dinas Provinsi) dapat dimanfaatkan secara partisipatif 

dalam pembentukan kelompok-kelompok sukses alumni 

peserta pelatihan yang kedepannya agar tidak hanya 

dijadikan sebagai tamu narasumber, namun dapat 

dijadikan bahan masukan sebagai pihak eksternal 

lembaga yang nantinya ikut serta dalam perancangan 

tujuan khusus jangka panjang yang baik dalam 

implementasi pelatihan-pelatihan selanjutnya. 

Tujuan umum jangka pendek dapat di gunakan sebagai 

pedoman alat evaluasi awal peserta yang 

mengidentifikasikan pre test kemampuan peserta 

pelatihan sebelum pelaksanan pelatihan, kemudian tujuan 

khusus jangka panjang dapat digunakan 

5. Implementasi pelatihan dilaksanakan bedasarkan 

tahapan komponen pelatihan yang ada yaitu:  

Implementasi Pelatihan dilaksanakan bedasarkan 

perancangan program pelatihan yang telah dibuat 

sebelumnya, diantaranya menetapkan bagaimana proses 

seleksi peserta pelatihan, kemudian penentuan kebutuhan 

kompetensi pelatihan, bahan ajar materi/kurikulum 

pelatihan yang akan digunakan, bagaimana metode 

pelatihan yang tepat untuk dimnfaatkan, serta 

menentukan siapa saja yang tepat menjadi narasumber 

pelatih bedasarkan tema program pelatihan, dan 

penentuan wilayah/tempat penyelenggaraan pelatihan 

serta pengaturan waktu pelatihan dan biaya pelatihan. 

 

6. Evaluasi Pelatihan 

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari proses 

pelaksanaan pelatihan dengan mengukur pencapaian 

tujuan umum serta tujuan khusus pelatihan bedasarkan 

alat evaluasi awal peserta dan alat evaluasi akhir peserta 

setelah masukan tahapan evaluasi ini, ada beberapa 

tujuan jangka panjang terkait dengan evaluasi program 

pelatihan yang dilaksanakan nanti kedepannya, alat bantu 

yang dapat dimanfaatkan dalam evaluasi pelatihan ini 
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adalah, pre test dan post test, alat bantu evaluasi ini 

dimanfaatkan sebagai pembanding hasil kemampuan 

awal peserta sebelum dan sesuadah pelatihan. 

 

Kesimpulan  

a) Pra Pelatihan 

Analisis Kebutuhan Pelatihan:  

Bedasarkan hasil analisis pelatihan di lapangan 

oleh peneliti, analisis kebutuhan pelatihan yang 

dilakukan pihak Dinas Provinsi sebelum 

program pelatihan dilaksanakan antara lain:  

 Identifikasi Tema Progam Pelatihan 

dilaksanakan, ditentukan dan dirancang oleh 

Tim Pelaksana Program Pelatihan di Dinas 

Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan 

Provinsi Jatim di Bagian Sub Bidang Perluasaan 

Kerja  Sudah sesuai rancangan Pelatihan 

Berbasis Kompetensi. 

 Identifikasi Kebutuhan Pelatihan bagi Calon 

Peserta Pelatihan dilaksanakan oleh pihak Dinas 

Kabupaten dan Kota berdasakan penyetujuan 

proposal pelatihan oleh Dinas Provinsi atas 

usulan Dinas Kab/Kota di wilayah yang 

ditentukan oleh Dinas Provinsi 

 Identifikasi Model Desain Pelatihan Tenaga 

Kerja Sektor Informal berdasarkan dari model 

pelatihan sebelumnya  tanpa ada perubahan 

struktur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 

yang merujuk kepada UU No 13. Tahun 2003 

mengenai Ketenagakerjaan dengan perancangan 

model pelatihan berbasis PBK (Pelatihan 

Berbasis Kompetensi)  

 Identifikasi Metode Pelatihan Tenaga Kerja 

Sektor Informal berdasarkan tema program 

pelatihan yang digunakan seperti program: 

Penciptaan Wirausaha Baru (WUB) melalui 

Pengenalan Teknologi Padat Karya (TPK), 

Bimbingan Pengembangan Tenaga Kerja 

Mandiri (TKM) melalui  Terapan Teknologi 

Teat Guna (TTG) yaitu dengan metode 

pelatihan  di dalam kelas (teori), dan metode 

demonstrasi (praktek) 

 Narasumber teknis dalam pelaksanaan pelatihan 

tenaga kerja merupakan narasumber teknis yang 

ditunjuk sesuai denagn kapasitas yang dimilik di 

tiap-tiap instansi, narasumber digolongkan 

kedalam tiga kelompok diantaranya spesialis 

bidang produksi, spesialis bidang pemasaran, 

dan spesialisasi bidang administrasi.  

 Tingkat kehadiran peserta selama proses 

pelaksanaan pelatihan sebagai salah satu 

indikator partisipasi peserta dalam kegiatan 

Program Pelatihan Tenaga Kerja Sektor 

Informal ini sesuai harapan , namun ada 

beberapa kendala teknis dalam proses 

perekrutannya. 

 Implementasi pelatihan berjalan baik, dan lancar 

hanya saja ada beberapa kendala dalam 

penerapan materi pelatihan yang dinilai oleh 

ssebagian peserta terlalu padat, dan terkendala 

waktu. 

 Evaluasi pelatihan dilakukan sebelum dan 

setelah pelatihan dengan memanfaatkan alat 

bantu pelatihan berupa pre test dan post test  

selama pelatihan, serta evaluasi berupa 

monitoring selama 3 bulan pasca pelatihan. 

Saran 

1. Adanya koordinasi kerja sama peningkatan 

intensitas hubungan komunikasi antara pihak 

Dinas Provinsi dan pihak Kab/Kota serta pihak 

UPT Pelatihan dalam pelaksanaan Program 

Pelatihan Tenaga Kerja Sektor Informal. Hal ini 

penting dilakukan karena mitra kerja dianggap 

sebagai pihak yang lebih mengerti mengenai 

proses pelatihan, dan manajemen perkembangan 

usaha.  

2. Sistem perekrutan peserta harus dilakukan 

secara sungguh-sungguh melalui assessment 

peserta yang teliti dan tegas agar dapat 

memproleh peserta yang benar-benar ingin 

mengembangkan potensi sesuai dengan bidang 

dan jenis pelatihan yang diberikan. Hal ini 

dimaksudkan agar program yang dilakukan tepat 

sasaran dan peserta yang dihasilkan mampu 

membentuk alumni peserta pelatihan yang aktif 

dan benar-benar produktif. 

3. Pengoptimalan fungsi kerjasama pendampingan 

dari pihak Tim Pelaksana Pelatihan dari Dinas 

Provinsi dan Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota 

dalam memonitor dan mendampingi pada saat 

pelatihan maupun pasca pelatihan. 
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